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ABSTRAK

PERJANJIAN DAMAI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK

(Studi Putusan Nomor : 35/PID.SUS-ANAK/2017/PN.BLB.)

Oleh

NOVALINDA NADYA PUTRI

Dasar pertimbangan hakim terdiri dari hal-hal yang bersifat yuridis dan non yuridis.
Perjanjian damai merupakan bahan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana
persetubuhan anak. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.
Terkadang anak bukan hanya menjadi sasaran dari pelaku tindak pidana dan semata
menjadi korban, tetapi anak juga menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan. Hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, kurangnya perhatian orang tua, pendidikan
budi pekerti yang minim dalam kurikulum di sekolah, mudahnya mengakses blue film
yang tidak layak ditonton anak via handphone, internet dan televisi, merebaknya
pergaulan bebas serta lingkungan masyarakat yang buruk. Permasalahan penelitian ini
adalah : Apakah perjanjian damai dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum hakim
dalam proses peradilan pidana anak (Studi putusan Nomor
35/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb)? dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan (Studi putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb)
terhadap pelaku persetubuhan anak?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.
Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah
bahan hukum utama hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum,
konsepsi, pandangan, doktrin doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang
berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Sedangkan pendekatan secara yuridis
empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta
yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku
aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa dalam memberikan putusan
pengadilan, hakim memiliki kebebasan tersendiri berdasarkan Pasal 50 Undang-undang
Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan ini telah memenuhi teori
ratio decidendi yaitu dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan



Novalinda Nadya Putri
perkara persetubuhan anak, yaitu hakim memutus perkara atas dasar Pasal 81 Ayat (2)
jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, hakim juga menggunakan teori pendekatan pengalaman, dimana hakim dapat
mengetahui bagaimana dampak putusan bagi pelaku, korban maupun masyarakat dari
putusan yang dijatuhkannya dalam suatu perkara pidana serta telah sesuai juga dengan
teori kebijakan yang mana hakim mempertimbangkan bahwa pemerintah, masyarakat,
keluarga serta orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina,
mendidik dan melindungi pelaku anak agar kelak menjadi manusia yang lebih baik dan
berguna bagi keluarga dan masyarakat.
Saran dalam penelitian ini adalah hakim sudah cukup baik dalam menegakkan keadilan
dan menjatuhkan putusan kepada pelaku anak sesuai dengan segala pertimbangan
yuridis dan nonyuridis serta hakim telah mempertimbangkan surat perjanjian damai
yang terlampir sebagai hal-hal yang meringankan putusan hakim. Hendaknya putusan
ini dijadikan sebagai suri tauladan bagi hakim lainnya dan hendaknya hakim lainnya
memperhatikan masa depan anak dibandingkan dengan kepentingan undang-undang.

Kata Kunci : Putusan Damai, Persetubuhan, Anak



ABSTRACT

PEACE AGREEMENT AS THE BASIS OF JUDGE LEGAL
CONSIDERATIONS TO CRIMINAL INTERCOURSE BY CHILDREN

(Study in decision number : 35/PID.SUS-ANAK/2017/PN.BLB.)

By

NOVALINDA NADYA PUTRI

The basic consideration of judge consists that are juridical and non-juridical matters.
The peace agreement is a matter of consideration by the judge to criminal intercourse by
children. Child is a part which cannot be separated from the living of human being and
the living of nation and country. Sometimes child is not only the object of the the
criminal offender and be the victim, but also child becomes the criminal intercourse
offender. This thing is caused by several factors such as lack of parental attention, lack
of character education in the school curriculum, easy access of blue film which is
inappropriate to be watched by cellphones, internet and television, the widespread of
promiscuity and bad community environment. The issues in this research are : Whether
the agreement of peace can be the basis of the judge’s verdict consideration in juvenile
court process (study in decision number 35/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb)? and what is
the basis of the judge’s consideration in granting the verdict (study in decision number
35/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb) against the criminal intercourse child offender.
The problem approach in this study is normative juridical and empirical juridical. The
normative juridical approach is the approach taken by examining the main legal material
of theoretical matters concerning legal principles, conceptions, views, legal doctrines,
legal regulations and legal systems relating to the problem of this research. While the
empirical juridical approach is carried out to study the law in reality or based on facts
obtained objectively in the field, both in the form of opinions, attitudes and behaviors of
law enforcement officers based on the identification of law and the effectiveness of the
law.
The results of this study and discussion indicate that in giving court decisions, judges
have their own freedom based on Article 50 of Law Number 48 of 2009 concerning
Judicial Power. This decision has met the ratio decidendi theory, namely by considering
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all aspects related to child criminal intercourse cases, namely the judge decides the case
on the basis of Article 81 Paragraph (2) jo Article 76D Law Number 17 Year 2016
concerning Government Amendment Number 1 of 2016 concerning Amendments of
Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002
concerning Child Protection, the judge also uses the theory of experience approach,
where judges may know how the impact of decisions for perpetrators, victims and the
public of decisions made in a criminal case and in accordance with the policy theory in
which the judge considers that the government, society, family and parents are also
responsible for guiding, fostering, educating and protecting child offenders so that they
become better and more useful human beings for their families and communities.
The suggestions in this study are the judges are good enough in upholding justice and
making decisions on child offenders in accordance with all judicial and non-judicial
considerations and the judges have considered the peace agreement letter attached as
things that alleviate the judge's decision.This decision should be used as a model for
other judges and other judges should pay more attention to the future of the child
compared to the interests of the law.

Keywords : Peaceful Decision, Intercourse, Children
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia

dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung

jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat

kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,

baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan

untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap

pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Dengan peran anak yang penting ini, maka mereka mendapatkan perlindungan

khusus oleh konstitusi, hal tersebut terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2)

yang berbunyi:

“ Bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh dan berkembang serta berhakatas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.”

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas.

Apabila seorang anak tumbuh di lingkungan yang tidak mendukung

perkembangannya serta tanpa memiliki batasan dalam pergaulannya, maka anak
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tersebut cenderung menjadi anak yang berpotensi melakukan perbuatan

menyimpang serta perbuatan yang melawan hukum, dan akan menimbulkan

penjatuhan sanksi pidana terhadap anak, namun harus tetap berkeadilan. Oleh

karena itu, kita semua harus selalu berupaya agar anak jangan sampai menjadi

korban terjadinya tindak pidana. Anak yang menjadi korban diatur dalam

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan

anak sebagai pelaku diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terkadang anak bukan hanya menjadi sasaran dari pelaku tindak pidana dan semata

menjadi korban, tetapi anak juga menjadi pelaku tindak pidana seksual. Hal ini

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, tekanan ekonomi keluarga, kurangnya

perhatian orang tua, pendidikan budi pekerti yang minim dalam kurikulum di

sekolah, mudahnya mendapatkan narkoba di pasaran bebas, mudahnya mengakses

blue film yang tidak layak ditonton anak via handphone, internet dan televisi,

merebaknya pergaulan bebas serta lingkungan masyarakat yang buruk. Kondisi

yang demikian sangat memprihatinkan segenap lapisan masyarakat, sehingga perlu

segera ditanggulangi, baik oleh para aparat penegak hukum khususnya kepolisian

maupun warga masyarakat. Tanpa upaya yang demikian maka kasus asusila atau

pelecehan seksual anak akan meningkat terus.1

1 Lisa, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Anak, skripsi, (Makassar: Universitas
Hasanuddin, 2013), hlm. 5.
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Perilaku yang dinilai telah melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif

dan represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan

pidana bagi seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, merupakan tindakan

yang represif. Sementara dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana bisa

dilakukan secara preventif. Penanggulangan tindak pidana merupakan tugas dan

tanggung jawab dari aparat penegak hukum yaitu dengan menegakkan supremasi

hukum, karena inti dari supremasi hukum adalah prinsip penegakan hukum dalam

semua segi secara tegak dan porposional.2 Untuk menuju terwujudnya penegakan

hukum secara proporsional dimaksud, sangat diperlukan media dan perangkat yang

bernama Sistem Peradilan Pidana (SPP).

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk

menanggulangi tindak pidana dengan tujuan:

a. Mencegah masyarakat menjadi korban tindak pidana

b. Menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi sehingga masyarakat puas

bahwa keadilan telah ditegakkan

c. Dan yang merasa bersalah tidak mengulangi lagi.

Pokok dari tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu memajukan kesejahteraan

anak (the promotion of the well being of the juvenile). Tujuan memajukan

kesejahteraan anak merupakan fokus utama (the main focus), berarti menghindari

penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum (avoidance of

2 Sidik Sunaryo. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.Malang: UMM-Press. 2004. Hal 217.
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mereley punitive sanctions). Tujuan pada prinsip proporsional, karena mengekang

penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan

ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum (mostly expressed

interm of just desert in relation to the gravity of the offence), tetapi juga

memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya (be based on the

consideration of personal circumtance).

Bentuk antisipasi untuk menghindari adanya dampak negatif dari proses peradilan

pidana terhadap anak, dapat dilakukan suatu tindakan atau kebijakan dalam

menangani atau menyelesaikan masalah tentang anak dengan tidak melalui proses

pidana. Proses peradilan menimbulkan dampak psikologi yang merugikan bagi

anak. Mereka akan mengalami tekanan dan stigmatisasi selama menjalani proses

peradilan, maka berdasarkan hal tersebut segala aktifitas yang dilakukan dalam

rangka peradilan anak apakah itu oleh polisi, jaksa, hakim atau pejabat lain, harus

didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.

Perlu diingat bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai jalan balas

dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya

pemberian bimbingan kepada para pelaku tindak pidana dan sebagai upaya

pengayoman atas korban dari tindak pidana yang ada. Hakim sebagai eksekutor

akhir dalam menjatuhkan suatu putusan haruslan mempertimbangkan unsur unsur

objektif yang tidak bersifat emosi semata. Dengan demikian tujuan pemidanaan

akan dapat memberikan manfaat kearah perbaikan.



5

BAPAS (Balai Pemasyarakatan) berperan penting dalam penanganan anak yang

berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) huruf a UU No.3 Tahun

1997, yakni sebagai pembimbing klien Pemasyarakatan membantu memperlancar

tugas penyidik, 21 penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di

dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil LITMAS

(penelitian kemasyarakatan). Tugas dan fungsi BAPAS dalam hal ini, lebih kepada

mendampingi dan membantu sistem peradilan pidana anak. Sehingga diharapkan

dapat memperlancar dan memberi masukan pada hakim anak yang mengadili

perkara anak dengan melihat hasil dari kerja BAPAS khususnya Pembimbing

Kemasyarakatan dalam membuat hasil penelitian kemasyarakatan.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan

didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh

hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun putusan yang berat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik

yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan

kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan

masyarakat.3 Putusan hakim mengakibatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana

yang menyerang anak apabila putusan tersebut berdasarkan asas keadilan karena

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan

penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta

sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka

3 Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresi. Jakarta. Sinar Grafika. 2010.
hlm. 104
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menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh,

selaras, serasi dan seimbang.

Persetubuhan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi didalam

kehidupan sosial. Persetubuhan ialah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan

dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Didalam menyelesaikan perkara peradilan pidana anak, wajib diupayakan diversi.

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya Juvenile Delinquency a Sociological

Approach, diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan

atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.4

Akan tetapi, ada beberapa syarat penting dalam hal pelaksanaan diversi. Pasal 7

UU SPPA menyebutkan bahwa:

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di
pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal
tindak pidana yang dilakukan:
a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Namun diversi tidak bisa dilakukan dalam hal anak didakwa dengan ancaman

pidana penjara 7 tahun atau lebih seperti kasus yang akan penulis bahas,

Salah satu perkara tindak pidana persetubuhan dalam putusan Nomor:

35/PID.SUS-ANAK/2017/PN.BLB dengan terdakwa RIKI RISKI alias IKI Bin

DADANG SUHENDI 15 (lima belas) tahun yang melakukan tindak pidana

pencabulan terhadap anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

4 Rosidah, Nikmah dan Rini Fathonah. Hukum Peradilan Anak. Bandar Lampung. Zam Zam Tower. 2017. Hal 15.



7

Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa RIKI RISKI alias IKI Bin

DADANG SUHENDI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana

“Persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur” terhadap saksi korban bernama

ELSA APRILLIA S. Anak dan saksi korban yang sama sama masih duduk di

bangku sekolah telah melakukan persetubuhan tersebut beberapa kali setelah

pulang sekolah dirumah nenek anak, sehingga mengakibatkan saksi korban yang

masih dibawah umur mengalami kehamilan dan telah melahikan anak. Pelaku anak

telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif ke 2

melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU

RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak telah ditutut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk

alternatif dengan dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No 35 Tahun

2014 Perlindungan Anak atau Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No 35 Tahun

2014 Perlindungan Anak. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar majelis hakim

mengembalikan pelaku anak RIKI RISKI kepada orang tuanya saudari WULAN

MASITOH dengan pengawasan bapas selama 1 (satu) tahun.

Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap anak RIKI RISKI alias IKI Bin

DADANG SUHENDI yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh

Jaksa Penuntut Umum kepadanya, mengembalikan pelaku anak RIKI RISKI

kepada orang tuanya saudara WULAN MARSITOH dengan pengawasan Bapas

selama 1 (satu) tahun.
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Para orang tua anak dan saksi korban telah melampirkan perjanjian damai guna

menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan disaat berlangsungnya

proses peradilan. Dalam putusan ini, hakim memutuskan untuk mengembalikan

pelaku anak RIKI RISKI kepada orang tuanya dengan pengawasan BAPAS selama

1 (satu) tahun.

Pada akhirnya muncul pertanyaan, apakah perjanjian damai dapat dijadikan sebagai

pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut yang mana hakim memutuskan

untuk mengembalikan anak kepada orang tua nya dengan pengawasan BAPAS

selama 1 tahun, namun penulis berpendapat bahwa hal tersebut kurang tepat untuk

dilakukan dikarenakan tidak dapat dijadikan sebagai contoh sanksi untuk generasi

masa depan bangsa. Pemberian tindakan tersebut tidak memberikan efek jera bagi

pelaku tindak pidana tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka

penulis berkeinginan untuk mengadakan suatu penelitian yang berjudul “Perjanjian

Damai sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana

Persetubuhan Oleh Anak” dihubungkan dengan putusan nomor

35/PID.SUS-ANAK/2017/PN.BLB.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat

merumuskan permasalahan yaitu:
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a. Apakah perjanjian damai dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum hakim

dalam proses peradilan pidana anak (Studi putusan Nomor

35/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb)?

b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

Studi putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb terhadap pelaku persetubuhan

anak?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai

perjanjian damai yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum hakim dalam proses

peradilan pidana anak di Kabupaten Bandung Jawa Barat. Ruang lingkup lokasi

penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kabupaten Bandung, Jawa

Barat dan waktu penelitian tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Untuk mengetahui bahwa perjanjian damai dapat dijadikan sebagai pertimbangan

hukum hakim dalam proses peradilan pidana anak.

b. Untuk mengetahui hal hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan No. PDM-321/BDUNG/12/2017.
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2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini yaitu kegunaan teoritis

dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

yangbermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin

ilmu Hukum Pidana pada khususnya.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau bahan masukan

bagi para aparat penegak hukum dalam menangani masalah tindak pidana

persetubuhan terhadap anak.

D. Kerangka Teoritis Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari

hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis

dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu; teori-teori hukum

asas-asas hukum, doktrin hukum, ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan
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kekhususannya. Keempat ciri khas teori hukum tersebut, dapat dituangkan dalam

penulisan kerangka teoritis atau salah satu ciri khas tersebut.5

Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak bahwa :

“ Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan

melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. ”

Tujuan utama restorative justice adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya

terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekadar

mengedepankan penghukuman.6

Di Indonesia Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1997 telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya

mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental

yang ada antara lain digunakannya pendekatan restorative justice melalui sistem diversi.

Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam

5 Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta . Sinar Grafika. 2011. hlm.79.
6 Muladi. Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana, Makalah disampaikan dalam seminar
IKAHI tanggal 25 April 2012, hlm. 2
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mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan

proses hukum.

Diversi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak bahwa :

“ Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan

pidana ke proses di luar peradilan pidana. ”

Diversi dalam peradilan anak pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek

negatif dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek

negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka

pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan

program – program diversi. Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian,

Kejaksaan, Pengadilan, maupun Pembina Lembaga Pemasyarakatan. Penerapan diversi

di semua tingkatan dalam system peradilan pidana anak diharapkan dapat mengurangi

efek negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut

Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Untuk Membahas Permasalahan dalam skripsi ini digunakan teori mengenai bagaimana

peranan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Peranan hakim sebagai pihak yang
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memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang

hidup didalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman yang menyatakan

“ Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ”.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim dalam

mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum adalah yang menjadi dasar
sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses
persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterengan para saksi,
keterangan terdakwa dan barang bukti. Fakta-fakta yang dihadirkan, berorientasi
dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana
dilakukan. dan juga melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan.Pertimbangan
hakim dalam putusan hakim harus mengetahui aspek teoritik, pandangan doktrin,
yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah pencantuman unsur-unsur
tersebut, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan
meringankan.

2. Pertimbangan Non Yuridis (Sosologis)
Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana
yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Fiat Justitia et pereat mundus
(meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis
menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutus sebuah
perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang
hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti – bukti
yang ada.

Faktor- faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam

menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara , yaitu :
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1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup di
masyarakat.

2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang
meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.

3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni liingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada

karsa manusia dalam pergaulann hidup.

2. Konseptual

Soerjono Soekanto menyatakan, konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan

hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang

berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.7 Kerangka yang

menggambarkan konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara

konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif

maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah

menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.8 Kerangka konseptual merupakan

kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang

merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah.9

Upaya memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat pada judul penelitian

ini, maka dalam konseptual penulis akan menguraikan pengertian-pengertian yang

berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

7 Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta. Rajawali Pers. 1986. hlm. 132
8 Husin, Sanusi. Penuntun Praktis Penulisan Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
1991. hlm. 9
9 op. cit. hlm 32
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a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan,

dan sebagainya) untuk mengetahui sebab-musabab, duduk perkaranya, dan

sebagainya.10

b. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh

Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP).

c. Dasar Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim

dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat

berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak

(imparsiality), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan

hakim) untuk memutus suatu perkara pidana.11

d. Tindak pidana adalah perbutan yang dilarang yang dilakukan oleh orang, baik

perbuatan aktif maupun perbuatan pasif, termasuk perbuatan lalai.12

e. Persetubuhan adalah perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin

peempuan, dimana diisyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina,

kemudiaan penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan

kehaamilan.13

f. Pelaku anak adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang

melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut

10 Kamus Besar Bahasa Indonesia
11 Syamsudin, M. dan Salman Luthan.Mahir Menulis Studi Kasus Hukum. Jakarta. Prenadamedia Group. 2018. hlm
115.
12 Nandang, Sambes. Peradilan Piadana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta
Penerapannya. Yoyakarta. Graha Ilmu. 2013. hlm. 10
13 R. Soesilo. Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, Jakarta. Sinar Grafika. 2006. hlm. 14
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peraturan perundang undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang

hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.14

g. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

anak dalam kandungan (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002). Sementara menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan

Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga

melakukan tindak pidana.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

I. PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang yang berisi tentang perbuatan anak RIKI RISKI alias IKI

Bin DADANG SUHENDI yang melakukan persetubuhan terhadap saksi korban ELSA

APRILLIA S, anak dibawah umur, perbuatan ini disebut persetubuhan terhadap anak,

permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis

daan konseptual dan sistimatika penulisan.

14 Eleanora, Fransiska Novita. “Sistem Pemidanaan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana”. Lex Jurnalica
Volume 10 Nomor 3, Desember 2013, hal 174.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi pengertian tindak pidana dan tindak pidana persetubuhan terhadap anak,

kekuasaan kehakiman dan badan pengadilan, pembuktian menjurut KUHAP, teori

tentang sistem pembuktian menurut ilmu pengetahuan hukum acara pidana, putusan

pengadilan dan putusan bebas.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan

mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan

masalah, sumber dan jenis data, cara penetuan populasi dan sample, prosedur

pengumpulan dan pengolahan data, serta analis data.

IV. PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan yang menjelaskan tentang faktor-faktor pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan putusan kepada anak dalam tindak pidana persetubuhan terhadap

anak.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang berisikan kesimpulan dari penulisan berdasarkan

penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda

yaitu stafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang

dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum

berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayang sekali sampai kini

belum ada keseragaman pendapat.15 Rumusan pengertian tindak pidana

(straafbaarfeit) yang diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas

legalitas (principle of legality) atau dalam bahasa latin biasanya dikenal dengan

Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali. Maksudnya bahwa

Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak

ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, ketentuan yang senada

dengan asas tersebut juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu:

“ Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana

dalam peraturan perundang-undangan tersebut. “

15 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum pidana. Jakarta. PT. Raja Grafindo. 2007. hlm.67.
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Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif).

Tindak pidana atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis.

tindak pidana atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan

seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan tindak

pidana dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma

yang hidup di masyarakat secara konkret dan pelaku tindak pidana dapat dikatakan

merupakan “subjek tindak pidana”.16

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang

melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana

apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan

normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.17 Tindak pidana merupakan

pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian

yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau tindak pidana. Secara

yuridis formal, tindak tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang

melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang

oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan

dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang

harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang

16 Tri Andrisman. Asas dana dasar aturan umum hukum pidana serta perkembanganya dalam konsep KUHP.
Aura Publishing. 2013. hlm 69
17 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta. Gramedia Pustaka. 2000. hlm. 22.
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maupun peraturan-peraturan pemerintah.18 Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh

suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Larangan ditujukan kepada

perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan

orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan

kejadian itu.19

Mengenai pengertian tindak pidana beberapa sarjana memberikan pengertian yang

berbeda sebagi berikut :20

1. Moeljatno

Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu

aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”

2. Pompe

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua yaitu :

a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma,

yangdilakukan karna kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidanan

untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan

umum.

18 P. A. F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1996. hlm. 7.
19 Rosidah, Nikmah. Asas-asas Hukum Pidana. Semarang. Pustaka Magister. 2012. hlm 10
20 Tri Andrisman. Asas-Asas Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta perkembangannya dalam Konsep
KUHP. Bandar Lampung. Anugrah Utama Raharja. 2013. hlm. 70.
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b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan

perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

3. Simons

Tindak pidana adalah “kelakuan/handling yang diancam dengan pidana, yang

bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

4. Van Hamel

Tindak pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam wvs (undang

undang), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakuakan

dengan kesalahan.

5. Vos

Tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan

Undang-Undang jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan

ancaman pidana”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbedaan pandangan mengenai pengertian tindak pidana ini tidak memisahkan

unsur-unsur tindak pidana, mana yang merupakan unsur tindak pidana dan mana

yang unsur pertanggungjawaban pidana. Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila

orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam
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KUHP, karena pada umumnya pasalpasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur

tindak pidana. Misalnya Simons, seorang penganut aliran monistis dalam

merumusakna pengertian Tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana

sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia (positif dan negatif, berbuat / tidak berbuat /
membiarkan)

2. Diancam dengan pidana (straafbaar gesteld)

3. Melawan hukum (onrechtmatig)

4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand)

5. Orang yang mempu bertanggungjawab (teorekeningsvatbaar persoon)

Lamintang menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau
yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan
keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan–tindakan
dari si pelaku itu harus dilakukan.21

Moeljanto merumuskan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut :

1. Perbuatan Manusia.

2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat

formil)

21 P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. PT Citra Aditya Bakti . 1997. hlm 193
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3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).22

Berkaitan dengan pidana, di Indonesia terdapat bentuk pidana yang dimuat dalam

Pasal 10 KUHP. Bentuk pidana sebagaimana diatur Pasal 10 KUHP adalah :

1. Pidana pokok yang terdiri dari :

a. Pidana mati

Pidana mati adalah puncak dari segala pidana, pidana ini banyak dipersoalkan

antara golongan yang pro dan kontra. Salah satu keberatan terhadap pidana

mati yaitu sifatnya yang mutlak, sifatnya yang tidak mungkin untuk

mengadakan perubahan dan perbaikan apabila pidana ini telah dijatuhkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Pnps Tahun 1964, tata cara pelaksanaan

pidana mati adalah dengan cara ditembak sampai mati. Paling tidak delik yang

diancam dengan pidana mati di dalam KUHP ada 9 buah, sebagai berikut :

a) Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden).

b) Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau

berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).

c) Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu perang).

d) Pasal 124bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan

huru hara).

22 Tri Andrisman.opcit. hlm .71
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e) Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala

negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).

f) Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).

g) Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang

mengakibatkan luka berat atau mati).

h) Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang

mengakibatkan kematian).

i) Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP (tindak pidana

penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang

terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah

Lembaga Pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati

semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.23

Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana

pencabutan kemerdekaan atau pidana pemasyarakatan. Dapat dikatakan bahwa

pidana penjara dewasa ini merupakan jenis utama dan umum dari pidana

kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana

penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup.

23 P.A.F Lamintang. Hukum Panitensir Indonesia. Bandung. Aremico. 1986. hlm. 58
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Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana

mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana dua puluh tahun).

Pasal 12 KUHP Ayat 1; menentukan bahwa pidana penjara ini dapat seumur

hidup atau sementara.

Ayat 2; menentukan bahwa pidana penjara untuk sementara itu paling sedikit

satu hari dan selama-lamanya 15 tahun,

Ayat 3; menentukan pidana penjara 15 tahun dapat dipertinggi lagi sampai 20

tahun berturut-turut yakni dalam hal-hal :

a. Kejahatan yang pidananya mati, penjara seumur hidup;

b. Dari sebab tambahan pidana, karena gabungan kejahatan (concursus) dan

pengulangan kejahatan;

c. Terjadinya kegiatan seperti dimaksud dalam Pasal 52 (pemberatan

karena jabatan) dan 52a (pemberatan karena dengan memakai bendera

seragam) sedangkan pada ayat 4 menentukan batas yang paling tinggi yaitu

20 tahun.

c. Pidana kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan pidana

hilangnya kemerdekaan/pembatasan kemerdekaan bergerak. Ada perbedaan yang

jelas antara pidana penjara dengan pidana kurungan :
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a) Hal ini jelas ditentukan oleh Pasal 69 KUHP bahwa perbandingan beratnya

pidana pokok yang tidak sejenis oleh urutan susunan dalam Pasal 10 KUHP;

b) Ancaman pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara, maksimal

1 tahun, Pasal 18 (1) dan Pasal 18 (2) KUHP menentukan bahwa pidana

kurungan boleh dijatuhkan selama-lamanya 1 tahun 4 bulan dalam hal mana

terjadi gabungan peristiwa pidana (concursus), dan karena ulangan peristiwa

pidana.

Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, sebagai

custodia hunesta untuk delik yang tidak menyangkut tindak pidana kesusilaan,

yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti pada Pasal 182 KUHP

tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit

sederhana. Kedua pasal tersebut diancam dengan pidana penjara. Kedua, sebagai

custodia simplex, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik

pelanggaran.24

Pidana kurungan tidak dijatuhkan terhadap delik dolus, kecuali dalam Pasal 483

dan Pasal 484 KUHP tentang unsur sengaja dan culpa. Sebaliknya terdapat

pidana penjara pada delik culpa, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu

pasal juga terdapat unsur sengaja dan culpa, seperti dalam Pasal 293 KUHP.

d. Pidana denda

24 Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 1991. halaman 183.
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Pidana denda hampir ada pada semua tindakan pelanggaran yang tercantum buku

III KUHP. Terhadap tindak pidana-tindak pidana ringan pidana denda

diancamkan sebagai alternatif pidana kurungan, namun bagi tindak pidana-tindak

pidana berat jarang sekali diancam dengan pidana denda. Pidana denda dalam

KUHP diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31.

Pasal 30 menyatakan:

a) Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen;

b) Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan;

c) Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling
lama adalah enam bulan;

d) Dalam putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian:
jika dendanya lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari: jika lebih
dari lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula
sisanya yang tidak cukup lima puluh sen;

e) Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena ada perbarengan atau
pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a, maka kurungan
pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan;

f) Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 31 KUHP menyatakan:

a) Orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan sebagai
pengganti dengan tidak usah menunggu sampai waktu harus membayar
denda itu;

b) Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika membayar
dendanya;

c) Pembayaran sebagian dari denda, baik sebelum maupun sesudah dan mulai
menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian
kurungan bagian denda yang telah dibayar.
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e. Pidana tutupan

Pidana tutupan pada mulanya tidak dikenal. Baru melalui UU No. 20 Tahun 1946

pidana tutupan ditambahkan pada Pasal 10 KUHP tersebut. Tempat menjalani

pidana tutupan, cara melakukan pidana tutupan dan segala sesuatu perlu untuk

melaksanakan UU No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam PP No. 8 Tahun

1948 yang diundangkan pada tanggal 5 Mei 1948 tentang rumah tutupan.

2. Pidana tambahan terdiri dari :

a) Pencabutan hak-hak tertentu

Perlu kita ketahui bahwa pencabutan segala hak yang dipunyai/diperoleh

seseorang sebagai warga negara yang dapat menyebabkan kematian perdata

tidak diperkenankan oleh UU, lihat Pasal 3 BW. Hak-hak yang dapat dicabut

telah dapat ditentukan dalam Pasal 35 KUHP, yaitu :

a. Hak memegang pada umumnya atau jabatan tertentu.

b. Hak masuk angkatan bersenjata.

c. Hak memilih dan dipilih yang diadakan berdasarkan
aturan-aturan umum.

d. Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum.

e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau
pengampu atas anak sendiri.

f. Hak menjalankan pencaharian tertentu.

b) Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang suatu pidana hanya diperkenankan terhadap

barang-barang tertentu. Undangundang pidana tidak mengenal perampasan
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seluruh kekayaan. Menurut Pasal 39 KUHP barang yang dapat dirampas

dengan putusan hakim adalah barang yang diperoleh dari tindak pidana.

c) Pengumuman keputusan hakim

Sebenarnya tiap-tiap putusan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi

kadang-kadang perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui umum.

Misalnya seorang dokter bersalah karena kealpaannya mengakibatkan matinya

orang lain dan putusan hakim itu diumumkan pula sebagai pidana tambahan,

maka publik akan diperingatkan terhadap kepercayaannya pada dokter.

Biasanya ini dilakukan dengan mengumumkan putusan itu dalam surat kabar,

dimana biaya untuk pelaksanaan pengumuman ini ditanggung oleh terhukum.

Pada Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya

diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain,

maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya

terpidana. Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat

dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat

disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat

waspada terhadap tindak pidana-tindak pidana seperti penggelapan, perbuatan

curang dan lainnya.25

25 Andi Hamzah. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi. Jakarta. Pradnya Paramita.
halaman 53
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B. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Persetubuhan mencakup semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan

kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Pengertian

bersetubuh menurut Hoge Road, yang mengandung pengertian perpaduan alat

kelamin laki-laki dan alat kelamin peempuan, dimana diisyaratkan masuknya penis

ke dalam liang vagina, kemudiaan penis mengeluarkan sperma sebagaimana

biasanya membuahkan kehaamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah

satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini

bukanlah persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan

dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman

kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul.

Persetubuhan terhadap anak merupakan tindak pidana seksual yang diatur dalam

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi Setiap orang

dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 81 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur

bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang

lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3

tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000,

ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap

orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,
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atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang

lain.

Beberapa unsur dalam pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal di atas adalah

sebagai berikut:

1) “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.

2) “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan
kekuatan badan, dalam Pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan
kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

3) “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia”
yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan
pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Persetubuhan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh

dengan Anak diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) yang mengatur:

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.00,00 (lima miliar rupiah).

2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi
setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya
atau dengan orang lain.

3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan,
maka pidanannya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Beberapa unsur dalam pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal di atas adalah

sebagai berikut:
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a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku

b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (dolus).

c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam
prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman
kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau
orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).

d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa
perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu,
membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

C. Pengertian Anak

Indonesia mengenal adanya pluralisme dalam kriteria anak, ini sebagai akibat

tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang

anak. Uraiannya sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Pasal 45 KUHP, anak adalah

seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan Pasal 35, 46

dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3

tahun 1997.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Pasal 330 KUH Perdata, orang

yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua

puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berdasarkan

ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974,
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batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas)

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pada Pasal

1 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 ditentukan bahwa yang dimaksud anak

adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan

belum pernah kawin.

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pada Pasal

1 Ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999, anak adalah setiap manusia yang berusia

dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang

masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pada Pasal

1 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada Pasal 1 angka 3, 4, dan 5, yang disebut anak adalah seseorang yang telah

mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan

belas) tahun dan belum pernah kawin.

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan Pada Pasal 1

Ayat 26, Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas)

tahun.
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka yang akan penulis gunakan sebagai

acuan mengenai pengertian dan batasan umur anak di dalam penelitian ini adalah

pengertian anak didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat

(1) terdapat pengertian tentang anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu :

“ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8

(delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan

belum pernah kawin. ”

Anak yang telah dikenakan suatu ancaman pidana disebut dengan anak nakal.

Rumusan anak nakal dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak adalah:

a. Anak yang melakukan Tindak Pidana

b. Anak yang melakukan perbuatan yang di nyatakan terlarang bagi anak baik

menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat yang

bersangkutan.

D. Perjanjian Damai dalam Perkara Pidana

Perdamaian ialah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan

menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, namun tidak dapat

mengakhiri suatu perkara pidana yang sedang berlangsung ataupun mencegah
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timbulnya suatu perkara.26 Perjanjian damai adalah perjanjian tertulis damai untuk

menyelesaikan atau meringankan tuntutan jaksa atau putusan hakim namun tidak

menghentikan sengketa atau perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika

dibuat secara tertulis. Dalam perdamaian tersebut kedua belah pihak saling

melepaskan sebagian tuntutan mereka, untuk menyelesaikan suatu perkara pidana

yang sedang berlangsung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara pidana.

Dalam prakteknya suatu perjanjian perdamaian adalah merupakan suatu akta,

karena perjanjian tersebut sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan

untuk dijadikan alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaiakan perkara pidana.

Secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap, apabila

terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Kedua belah pihak yang terlibat didalam

perjanjian damai wajib melaksanakan isi dari perjanjian damai tersebut. Segera

setelah putusan diucapkan, langsung secara inheren pada dirinya berkekuatan

hukum tetap, sehingga perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama

dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.27

Perjanjian damai yang didasarkan atas putusan majelis hakim di pengadilan sudah

mempunyai kekuatan eksekutorial. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau

tidak melaksanakan isi yang tertuang dalam akta perjanjian perdamaian tersebut

tersebut secara sukarela maka dapat diminta eksekusi kepada pengadilan negeri,

sehingga ketua pengadilan negeri memerintahkan pelaksanaan eksekusi. Putusan

26 Efendi, Jonaedi dan tim penulis. Kamus Istilah Hukum Populer. Jakarta. Prenadamedia Group. 2016. Hal 107
27 M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata, Cet. 8, Jakarta. Sinar Grafika. 2008. hlm. 279
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tersebut tidak dapat upaya banding maupun kasasi. Menurut PERMA Nomor 1

Tahun 2008, akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan

perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut

yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.

E. Tinjuan Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim mempunyai peran yang penting dalam penjatuhan pidana, meskipun hakim

memeriksa perkara pidana di persidangan dengan berpedoman dengan hasil

pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan yang diajukan oleh

Jaksa Penuntut Umum. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa

hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun pasal 50 Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan hakim dalam

memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga

harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan

atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 56 RUU KUHP Tahun 2017 menjelaskan tentang pedoman pemidananaan,

dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan:

a. Kesalahan pembuat tindak pidana.

b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.

c. Sikap batin pembuat tindak pidana.

d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

e. Cara melakukan tindak pidana.
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f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.

g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana

h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana

i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban

j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan/atau

k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan

mengenai salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya suatu peristiwa dan

kemudian memberikan atau menentukan hukumannya. Menurut Sudarto, hakim

memberikan keputusannya, mengenai hal-hal sebagai berikut:28

a. Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan
perbuatan yang ditujukan padanya.

b. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan
terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah
dan dapat dipidana.

c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Menurut MacKenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan

oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara,

yaitu:29

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara
syaratsyarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak
yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya

28 Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana.
Bandung. Sinar Baru. 1986. Hlm 84
29 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta. Sinar Grafika. 2010 .
Hal. 106
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keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan
kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari
hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan
keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan
melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.
Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih
ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana
harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam
kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi
dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan
bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata mata atas dasar
intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga
wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus
diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya
dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan
pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana
dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang
berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang
disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam
penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi
yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak
yang berperkara.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya.

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan
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dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan

yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Fungsi

hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam

perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada

prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap

telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga

ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi integritas moral yang baik.



III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,

sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau

beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Di samping itu juga

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang

timbul di dalam gejala yang bersangkutan.30

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis

normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara

menelaah bahan hukum utama hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas

hukum, konsepsi, pandangan, doktrin doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem

hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.31 Pendekatan masalah

secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang

pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang

30 Zainudin Ali, 2014. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18.
31 Abdulkadir Muhammad.2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya. hlm. 134
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bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan

permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan

atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa

pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada

identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber dan jenis

data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.32

Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan

wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang

dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk menganalisa melalui literatur dan

studi pustaka yang sesuai dengan kebutuhan data tersebut terdiri dari :33

32 Soerjono Soekanto. 1984. Peneloitian Hukum Normatif. Jakarta. Rajawali Pers. Hlm 12
33 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.1.
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a. Bahan Hukum Primer

Bahan–bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti

perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainya yang terdiri dari :

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak.

5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman.

6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum

primer yaitu produk hukum berupa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung

Nomor: 35/PID.SUS-ANAK/2017/PN.BLB.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti teori atau
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pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai refrensi atau literatur hukum

serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah

wawancara terhadap para narasumber atau informan.Wawancara ini dilakaukan dengan

metode depth Interview (wawancara langsung secara mendalam). Adapun narasumber

atau responden yang akan diwawancarai adalah:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung : 1 orang

2. Jaksa pada kejaksaan Tinggi Jawa Barat : 1 orang

3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila : 1 orang

Jumlah : 3 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara yaitu:

a. Studi Kepustakaan (library research)
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Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis

dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca,

mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan,

buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada

hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Wawancara Narasumber

Wawancara narasumber merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan

penulis dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari

narasumber yang terpercaya.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya

diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam

penelitian ini.

b. Editing

Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah

data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. Selanjutnya apabila

ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang

lengkap akan diadakan penambahan.
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c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang

telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

d. Sistematika data

Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan

sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data

dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematik kemudian diinterpretasikan

dengan bentuk kalimat yang disusun secara sistematik, kemudian diinterpretasikan

dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terang

dalam pokok bahasan sehingga akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan.

Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu cara

penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut :

1. Hakim memiliki kebebasan dalam memberikan putusan berdasarkan Pasal 50

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga

surat perjanjian damai atau kesepakatan damai yang terlampir telah menjadi

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak, karena

dengan adanya perdamaian ini bisa menjadi faktor yang meringankan bagi pelaku

anak. Perdamaian antara dua belah pihak memiliki pengaruh yang sangat besar

kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung dalam

menjatuhkan Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb.

2. Hakim menggunakan teori ratio decidendi, hakim mempertimbangkan segala aspek

yang berkaitan dengan pokok perkara pidana tersebut, kemudian hakim mencari

peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara pidana tersebut

sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, serta pertimbangan hakim harus

didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan

keadilan bagi semua pihak. Hakim juga menggunakan teori pendekatan pengalaman,

dimana hakim dapat mengetahui bagaimana dampak putusan bagi pelaku, korban

maupun masyarakat dari putusan yang dijatuhkannya dalam suatu perkara pidana.
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B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Didalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana persetubuhan anak, hakim

harus mempertimbangkan segala hal-hal yang bersifat yuridis maupun non yuridis,

filosofis maupun sosiologis serta keadaan yang memberatkan maupun meringankan.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan hakim yaitu adanya perdamaian antara

kedua belah pihak, sehingga surat perjanjian damai yang terlampir dapat dijadikan

sebagai hal yang meringankan putusan hakim. Putusan hakim telah dianggap tepat

untuk dijatuhkan kepada pelaku anak karena sesuai dengan kearifan lokal dan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Hendaknya putusan ini dapat menjadi

suri tauladan oleh hakim lain.

2. Hakim telah menjatuhkan putusan yang terbaik bagi kepentingan pelaku anak, saksi

anak serta anak dari keduanya, yaitu dengan mengembalikan anak Riki Riski alias

Iki Bin Dadang Suhendi kepada orangtuanya saudari Wulan Marsitoh dengan

pengawasan BAPAS selama 1 (satu) tahun. Putusan hakim tersebut telah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, dampak putusan bagi pelaku anak yang

telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dan tanggungjawab pemerintah,

masyarakat, keluarga serta orang tua untuk membimbing, membina, mendidik dan

melindungi pelaku anak agar kelak menjadi manusia yang lebih baik dan berguna

bagi keluarga dan masyarakat. Hendaknya hakim lainnya memperhatikan masa

depan anak dibandingkan dengan kepentingan undang-undang.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Ali, Zainudin. 2011. Metode Penelitian Hukum, Jakarta. Sinar Grafika.

Andrisman, Tri. 2013. Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta
Perkembangannya Dalam Konsep KUHP. 2013, Bandar Lampung. Anugrah
Utama Raharja.

Arief, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.

Asshidiqie, Jimmly. 2014. Peradilan Etika dan Etika Konstitusi, Jakarta. Sinar
Grafika.

Chazawi, Adami. 2007. Pelajaran Hukum pidana, Jakarta. PT. Raja Grafindo.

-------- 2007. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Efendi, Jonaedi dan tim penulis. 2016. Kamus Istilah Hukum Populer. Jakarta.
Prenadamedia Group.

Hamzah, Andi. 2000. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta.
Gramedia Pustaka.

-------- 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta. Ghalia
Indonesia.

-------- 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta. Sinar Grafika.

-------- 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta. Sinar Grafika.

Gosita, Arif. 1993. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta. Pressindo.



Harahap, M. Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.
Jakarta. Sinar Grafika.

-------- 2013. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta.
Sinar Grafika.

Husein, M. Harun. 2005. Surat dakwaan Tehnik Penyusunan, Fungsi dan
Permasalahan. Jakarta. Rhineka Cipta.

Husin, Sanusi. 1991. Penuntun Praktis Penulisan Skripsi. Fakultas Hukum
Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Lamintang, P.AF. 1996. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung. Citra
Aditya Bakti.

Manan, Bagir. Wajah Hukum di Era Reformasi, Jakarta. Citra Aditya Bhakti.

Marpaung, Leden. Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Jakarta. Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo. 1993. Mengenal hukum (suatu pengantar).
Yogyakarta. Liberty.

-------- 1993. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Jakarta. Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta. Bina Aksara.

-------- 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta.

-------- 2000. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta.
Gramedia Pustaka.

-------- 2008. Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta. Rineka Cipta.

Muchsin. 2004. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi. Jakarta.
STIH IBLAM.

Muhamad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung. Citra Aditya.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung.
Refika Aditama.



Rosidah, Nikmah. 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Semarang. Pustaka Magister.

Rosidah, Nikmah dan Rini Fathonah. 2017. Hukum Peradilan Anak. Bandar Lampung.
Zam Zam Tower.

Rifai, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum. Jakarta. Sinar Grafika.

--------.2010.Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresi.
Jakarta. Sinar Grafika.

Saefudin. 2001. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta. Citra Aditya
Bakti.

Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta. Bina
Aksara.

Sambes, Nandang. 2013. Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen
Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, Yoyakarta. Graha Ilmu.

Santoso, Agus. 2012. Hukum, Moral & Keadilan, Jakarta. Kencana Prenada Media
Group.

Santoso, Topo. 2001. Menggagas hukum pidana islam, Jakarta. asy syaamil.

Soekanto, Soerjono. 1986. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta. Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta,
Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. 2006. Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual,
Jakarta. Sinar Grafika.

Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung. Alumni.

-------- 2006. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung. Alumni.

Sunaryo, Sidik. 2004. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.Malang. UMM Pers.

Syamsudin, M. dan Salman Luthan. 2018. Mahir Menulis Studi Kasus Hukum. Jakarta.
Prenadamedia Group.

Tim, Visi Yustisia. 2016. Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Jakarta.
Visi Media.



Yulia, Rena. 2013. Viktimologi: perlindungan hukum terhaddap korban kejahatan.

Yogyakarta. Graham ilmu.

Jurnal

Siahaan, Lintong O. “Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum dan
Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi dan Transformasi”. Majalah Hukum
Varia Peradilan Tahun ke XXI No. 252 . Jakarta. Ikahi . 2006.

Eleanora, Fransiska Novita. “Sistem Pemidanaan terhadap Anak yang Melakukan
Tindak Pidana”. Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 3, Desember 2013.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman.


	Untitled-8.pdf
	Untitled-10.pdf
	Untitled-11.pdf
	ABSTRAK, RIWAYAT HIDUP, MOTO, SANWACANA.pdf
	SKRIPSI NOVALINDA BAB 1-5 FULL.pdf
	Untitled-12.pdf

